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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut UU no 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  Pemerintah menjadi salah satu kunci 

tercapainya kesejahteraan sosial, dengan memberikan upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial 

guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan 

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 tahun 2009 pasal 1 ayat 2). 

Kesejahteraan sosial sendiri merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak 

maupun orang usia lanjut, penderita cacat fisik ataupun mental, korban bencana alam dan korban 

bencana sosial (PerDa 06 tahun 2010 mengenai Kesejahteraan sosial).  

Ketika Negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelindung kesejahteraan sosial, 

secara tidak langsung masyarakat akan mengalami permasalahan sosial yang dapat menghambat 

aktifitas sosial mereka.   Seperti yang tertulis pada   Peraturan Mentri Sosial (PerMenSos) Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah 

perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 

atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi 

kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dalam 

PerMenSos ini, PMKS dibagi menjadi 26  dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga memudahkan 

proses pendataan dan pelayanan PMKS. 

Upaya penanganan PMKS akan berjalan dengan efektif jika adanya sinergitas  yang baik antara 

pemerintah,  Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), lembaga kesejahteraan sosial (LKS), 

hingga masyarakat.  Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2013 – 2018, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah untuk menangani 

PMKS seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi 

para PMKS.   Penyediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sangatlah diperlukan untuk 

mengurangi angka penyakit sosial masyarakat dan meminimalisir pelaku PMKS untuk kembali ke 

jalan melalui proses rehabilitasi, pemberdayaan dan pemanfaatan PMKS.  

Perkembangan LKS sendiri telah muncul sejak tahun 1960 setelah penjajahan Indonesia oleh 

Belanda. Permasalahan sosial yang terjadi pasca kemerdekaan menyebabkan kepala dinas sosial 

saat itu mulai membentuk lembaga-lembaga pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

diperkuat dengan terbentuknya UU No 6 Tahun 1967 (sekarang menjadi UU No. 11 Tahun 2009) 

untuk menjamin keberlangsungan LKS dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk 

menyempurnakan pelayanan LKS, dibentuklah standarisasi layanan dan sarana prasarana pada 

pelayanan masalah sosial yang tercatum pada Permensos No. 22 Tahun 2016.  Peraturan ini 

menjadi standar umum dalam pelaksanaan pelayanan pada LKS dan harus disesuaikan dengan 

jenis PMKS yang dimanfaatkan.   Penyesuaian ini dalam bentuk penambahan fasilitas khusus 

seperti penerapan konsep Universal Design pada difabel, therapeuric space pada korban NAPZA 

dan lain-lain sehingga tidak terjadi generalisasi sarana prasarana sehingga pemanfaatan PMKS 

dapat berjalan dengan baik. 

Kondisi generalisasi sarana prasarana ini terlihat pada sebuah Balai Persinggahan Sosial Margo 

Widodo sebagai satu-satunya LKS untuk penanganan PMKS di Jawa Tengah.  Pada awal 
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terbangunnya tahun 1950, balai ini difungsikan sebagai panti rehabilitasi jiwa dan selanjutnya 

menjadi Balai Persinggahan Sosial (tahun 2002),  lalu menjadi balai rehabilitasi sosial (pada tahun 

2010) dan berganti lagi menjadi Balai PMKS pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur 

No. 31 Tahun 2019.  Perubahan fungsi dan layanan pada balai tentu harus disesuaikan dengan 

perubahan fasilitas serta layanan pada balai. Balai ini mengalami penurunan kualitas dari segi 

sarana-prasarana akibat perubahan fungsi dan program pelayanan yang tidak mengalami 

penyesuaian, sehingga banyak ruang yang terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan secara 

efektif sehingga tidak dapat mengakomodasi pemanfaatan PMKS dengan lebih baik.Penanganan 

Pelayanan pada balai Margo Widodo ini ditekankan pada 3 kriteria yaitu, PMKS dengan 

permasalahan psikologi (Psikotik), masalah fisik (lanjut usia), dan permasalahan sosial ekonomi 

(pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT)).  Meskipun memilki 3 fungsi layanan yang 

berbeda, fasilitas dan sarana prasarana pada balai ini memiliki standar yang sama sehingga tidak 

dapat diakomodasi dengan baik oleh pengguna maupun tenaga pelaksana.   

Contohnya fasilitas pada ruang pelayanan psikotik, ruang untuk lansia, dan ruang 

pemberdayaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT)  memiliki fasilitas yang sama. 

Selain itu ruangan yang berada di Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo belum bisa 

mengakomodasi PMKS lainnya seperti Anak terlantar dan penyandang disabilitas sehingga laporan 

ini bertujuan untuk mencari sebuah pendekatan untuk bisa memecahkan  masalah tersebut demi 

mendapatkan program ruang yang ideal serta sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan secara 

efektif. 

Tugas akhir ini akan membahas Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo yang merupakan 

salah satu UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jl. Walisongo, Tugu, Kota 

Semarang.  Bangunan  ini memiliki tipologi fungsi yang berbeda, baik untuk rehabilitasi, 

pemberdayaan dan pemanfaatan PMKS. Adapun rancangan yang akan dibuat adalah sebuah 

rancangan yang menggunakan kondisi kasus, tapak, dan kegiatan yang sama dengan gedung 

eksisting saat ini.  Namun meskipun begitu, rancangan yang dibuat bukanlah redesain, melainkan 

rancangan baru yang ideal.  Artinya, tapak dianggap kosong dan seluruh keadaan fisik bangunan 

saat ini diabaikan seperluhnya.   

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

A. Untuk mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Balai 

Persinggahan Sosial Margo Widodo yang sesuai dengan fungsi pelayanan yang telah 

ditentukan Panti Sosial Pelayanan PMKS Tipe A Jawa Tengah. 

B. Menghasilkan sebuah rancangan Balai Persinggan Sosial Margo Widodo  yang ideal 

dengan penekanan desain yang spesifik sesuai dengan karakter dan kebutuhan 

bangunan. 

1.2.2. Sasaran 

Sasaran dari tersusunnya LP3A ini adalah sebagai salah satu acuan atau langkah 

dasar dalam proses perencanaan dan perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo 

Widodo berdasarkan hasil analisa terhadap aspek-aspek panduan perancangan dan 

perencanaan yang berlaku. 

 

1.3. Manfaat 
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1.3.1. Subyektif 

Manfaat dari LP3A ini secara subyektif adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam mengikuti Tugas Akhir di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro dan sebagai acuan/pedoman untuk tahap selanjutnya, yaitu 

proses perumusan program dasar perencanaan dan perancangan. 

1.3.2. Obyektif 

Manfaat dari LP3A ini secara obyektif adalah untuk memberi tambahan 

pengetahuan untuk perkembangan ilmu di bidang arsitektur mengenai sarana 

penanganan PMKS yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan Balai 

Persinggahan Sosial Margo Widodo sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

dinas dan lembaga terkait. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Lingkup Substansial 

Secara Substansial, rancangan yang dibuat pada Tugas Akhir ini akan 

menyelesaikan masalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan di Balai 

Persinggahan Sosial Margo Widodo secara arsitektural, sehingga fungsi pelayanan dapat 

berjalan dengan baik.  Seluruh pelaku dan aktifitas yang didapatkan dari kasus eksisting, 

dengan Dinas Sosial Jawa Tengah sebagai pengelola dan rancangan yang dihasilkan 

berupa perancangan yang ideal dan efektif.  Hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas 

seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung topik utama. 

1.4.2. Lingkup Parsial 

Perencanaan dan Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo terletak 

di Kota Semarang, tepatnya pada Jl. Walisongo No. 43, Tambakaji, Tugu Kota Semarang.  

Tapak tersebut merupakan tapak dari bangunan eksisting saat ini yang sudah terbangun.  

Adapun karena rancangan ini merupakan Perancangan, dan seluruh keadaan fisik 

bangunan eksisting saat ini dapat diabaikan seperlunya. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

1.5.1. Metode Deskriptif 

 Metode deskriptif merupakan suatu metode pembahasan dengan cara 

mengumpulkan data-data, baik berupa data primer, yaitu data yang diperoleh 

berdasarkan hasil survey maupun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber 

lain yang berkaitan. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menganalisa sesuai 

dengan kaidah arsitektur untuk dapat menghasilkan kesimpulan sehingga diperoleh suatu 

pendekatan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan 

Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo.   

 Untuk data primer yang didapatkan pada saat survey berupa kapasitas pengguna, 

peraturan khusus dari balai, jadwal kegiatan pengguna dan pelaksana balai, struktur 

organisasi dan lain-lain.  Sedangkan untuk data sekunder berupa standar peraturan 

pelayanan untuk balai, luasan lahan, studi literatur dan lain-lain. 

1.5.2. Wawancara 

 Salah satu metode pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada 

pengurus Balai Persinggahan Margo Widodo,pengguna balai (Informan yang dapat 
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berkomunikasi dengan baik) dan wawara dengan pengelola studi banding untuk 

mendapatkan data primer.  

1.5.3. Metode Dokumentatif 

Metode dokumentatif merupakan suatu metode pembahasan yang dilakukan 

dengan mendokumentasikan kondisi pada saat melakukan kegiatan survey lapangan 

maupun studi banding dengan cara pengambilan gambar. 

1.5.4. Metode Komparatif 

Metode Komparatif merupakan suatu metode pembahasan  yang dilakukan 

dengan cara membandingkan dan mengkoparasi beberapa preseden, data dan teori yang 

dapat dijadikan pembanding untuk mendapatkan hasil yang lebih ideal.   

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan sasaran, manfaat pengerjaan laporan, 

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematikan pembahasan dan alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi mengenai tinjauan literatur berupa teori maupun prinsip yang menjadi dasar dalam 

perencanaan dan perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo.  Adapun isi dari tinjauan 

ini berupa tinjauan umum lembaga kesejahteraan sosial, tinjauan umum panti sosial, tinjauan 

umum pmks, tinjauan umum pengguna dan pelaksana serta studi banding yang telah dilakukan. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

 Berisi data-data fisik dan nonfisik dari hasil survey lapangan mengenai lokasi dan serta 

eksisteing balai.  Data yang diperoleh di bab merupakan hasil wawancara, dan pengamatan 

langsung. 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini akan membahas pendekatan program perencanaan dan perancangan Balai 

Persinggahan Sosial Margo Widodo yang diawali dengan peninjauan terhadap pengguna panti. 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

 Berisi mengenai hasil dari pendekatan perencanaan dan perancangan pada bab 

sebelumnya dan dapat dijadikan landasan untuk eksplorasi desain. 
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1.7. Alur Pikir  

 

  LATAR BELAKANG 
AKTUALITAS 

 Perubahan Fungsi Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo menjadi 
Balai PMKS sesuai dengan PergGub Jawa Tengah No. 31 Tahun 2018. 

 Fasilitas dan sarana prasaran di Balai Margo Widodo tidak dapat 
memfasilitasi program pelayanan balai secara maksimal. 

 Presepsi buruk masyarakat akan Balai Persinggahan Sosial Margo 
Widodo. 

URGENSI 

 Balai tidak hanya melayani rehabilitasi mental tetapi juga berfungsi 
untuk pelayanan dan pemanfaatan PMKS 

 Hubungan antara ruang yang kurang terintegrasi 

 Penyesuaian fasilitas dengan program layanan  

ORIGINILITAS 

 Perencanaan dan perancangan Balai Rehabilitasi Sosial Margo Widodo 
sebagai satu-satunya balai PMKS di Jawa Tengah dengan peningkatan 
fasilitas pelayanan yang efektif dan efisien serta memiliki ruang yang 
saling terintegritas satu sama lain. 

 

TUJUAN DAN SASARAN 
TUJUAN 

 Untuk mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan 

Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo yang sesuai dengan fungsi 

pelayanan yang telah ditentukan Panti Sosial Pelayanan PMKS Tipe A Jawa 

Tengah. 

 Menghasilkan sebuah rancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo 

yang ideal dengan penekanan desai yang spesifik sesuai dengan karakter 

dan kebutuhan bangunan. 

SASARAN 
Sasaran dari tersusunnya LP3A ini adalah sebagai salah satu acuan atau langkah 

dasar dalam proses perencanaan dan perancangan Balai Persinggahan Sosial 

Margo Widodo berdasarkan hasil analisa terhadap aspek-aspek panduan 

perancangan dan perencanaan yang berlaku. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan Umum 

LKS 

 Tinjauan Umum 

Panti Sosial 

 Tinjauan Umum 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial 

 Studi Banding 

DATA 

 Tinjauan Umum 

Kota Semarang 

 Kebijaka RTRW 

Kota Semarang 

 RensTra Kota 

Semarang 

 Data Balai 

Persinggahan 

Sosial Margo 

Widodo  

STUDI BANDING 

 Panti Pelayanan 

Sosial PGOT ''Mardi 

Utomo'' Semarang 

 Panti Pelayanan 

Sosial Lansia 

Cepiring, Kendal 

 Panti Pelayanan 

Sosial Disabilitas 

Menta “Ngudi 

Rahayu” kendal 

ANALISA 

 Kebutuhan ruang dan fasilitas 

 Penentuan kapasitas 

 Pengolahan lahan 

 Pendekatan LP3A yang mengacu pada aspek-aspek kontekstual, 

fungsional, arsitektural, teknis dan kinerja 

Hasil 

Landasan Program Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 


